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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap 5 (lima) putusan pengadi-
lan negeri, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :
1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pornografi adalah :
a. Pelaku memiliki hasrat seksual yang tinggi.
b. Pelaku tertarik terhadap bagian-bagian intim dari perempuan akibat per-
ceraian.
c. Pelaku hendak mengoleksi dan menjadikan konsumsi pribadi.
2. Modus pelaku melakukan tindak pidana pornografi adalah :
a. Pelaku membuat atau menyebarluaskan video pornografi.
b. Pelaku menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang me-
ngandung muatan pornografi
c. Pelaku mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.
3. Akibat hukum dari tindak pidana pornografi terhadap pelaku dan
korban adalah :
a. Akibat hukum terhadap pelaku pornografi yaitu, sebagai berikut :
1) Pelaku dijatuhi pidana penjara.

2) Pelaku dijatuhi pidana denda.
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3) Pelaku dibebani membayar biaya perkara.
b. Akibat hukum terhadap korban pornografi yaitu, sebagai berikut :
1) Korban merasa tertekan dan malu
2) Korban yang telah menikah akan membuat hubungan suami - isteri

menjadi renggang.

B. Saran

1.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang terlampau
ringan tidak sebanding dengan kerugian immaterill yang dialami korban,
oleh karena itu diharapkan kiranya menjadi pertimbangan bagi penegak
hukum didalam memberikan rasa keadilan berupa hukuman maksimal bagi
pelaku tindak pidana pornografi agar kedepan menjadi suatu efek jera baik
bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, maupun orang lain yang
ingin melakukan tindak pidana pornografi.

Inovasi teknologi saat ini, menciptakan kamera CCTV dengan berbagai jenis
dan bentuk yang diperjualbelikan secara bebas diantaranya kamera ber-
bentuk bohlam lampu, kamera perekam mini berbentuk kancing batangan
dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya ketentuan tentang peraturan
perundang-undangan yang mengawasi proses jualbeli dan mengatur pema-
sangan serta penggunaan kamera CCTV pada area publik maupun area

privat.
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